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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420/ 95  / HK / 2020

TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

BUPATI BULELENG,

bahwa berdasarkan usulan yayasan Pendidikan Anak Usia dini
prihal permohonan Taman Kanak-Kanak Negeri serta dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya
mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak
Negeri;

bahwa berdésarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng
tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur
(Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5605) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606)



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar{g Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5] 57);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10) ;



10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

WS

ATU + Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA - Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja DaerahKabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Januari 2020
P

'embusan disampaikan kepada vth -

Bapak Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
Inspektur Kabupaten Buleleng;

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Buleleng;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

Camat Buleleng;

Camat Sukasada;

‘alinarrSesual Dengan Aslinya
Camat Gerokgak; dan ; 9“"?&2‘;‘: Eﬂ,gf'an Hukum
Arsip.
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TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.1/007/TK/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD
TAMAN KANAKKANAK NEGERFBANJAR JAWA

Menimbang : a. Bahv:va: 'sesuai, Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor

420/95/HK/2020 tanggal AT Januart 2020 tentang Penetapan

~ Taman Kanak Kanak Negeri;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Dinas
Penchd1kan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1/3838/PAUD-
PNF/D1Sd1kpora/’2020 tanggal ¢ 29 , April 2020 tentang
Permohonan Izin Operasmna.l

¢.  bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di
Satuan Pend1d1kan Anak Uma Dini perlu menetapkan 1zin
Operasmnal Perldman PAUD ’I‘aman Kanak Kanak Neger1

Bal;_]ar Jawa RE . - _ _

d. bahwa berdasarkan pertlmbanga.n sebagalmana dimaksud pada
huruf  a, huruf b dan huruf ¢ diatas chpandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas-Penanaman’ Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu.Pintu: Kabupaten Buleleng tentang [zin
.Operasmr_lal Pendirian PAUD Taman Kan__ak Kar;ak Negeri Banjar

Jawa.

Mengingat g o Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il Dala_m Wllayah Daerah- Daerah

Tingkat 1 Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedtia Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah «(Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2015 Nomor 58, Ta‘ﬁlija_han Lembaran Negera

" _Republik' Indonesza Nomor 5679),

o Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelaya_nan Minimal ; S

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indones.la Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal

5! Peraturan Menten Pendldlkan dan Kebudayaan Republlk
Indonesm Normor 137 Tahun 2014 tentang Standar kuahﬁkam
dan Kampetenm-lnstmktur pada Kursus dan Pelamhan ¥

i Pencildu{an “dan

¢ :.IO-' Tahun ".-:2{114 tentang pembéflakuan

T Pcraturan 'M .Kebudayaan Repubhk

Indonesxa._ N omor

8. Peratur;:t , Memen Dalam Negcn Repubhk Indonesaa Nomor 138
‘Tahun 2017 l;entang Penyelengg ':__.:_aan Pelayanan Ierpadu Satu
| .P;ntu Dacrah _ A B _ y PR
9. -._-_:Peraturan Daerah Kabupatcn Buleleng ‘Nomor! 2 Tahun 2012
tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah - Kabupaten Buleleng- Nomor 3-Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan

Bagian Hukum Sekr__""
Kepala Dinas Pendid;
Camat Buleleng; .

WM~

Arsip

MEMUTUSKAN :

Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak Negeri
Banjar Jawa beralamat di Jalan Sahadewa Singaraja, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Keputusan Bupati
Buleleng Nomor : 420/95/HK/2020 tanggal 21 Januari 2020
tentang Penetapan Taman Kanak Kanak Negeri;

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang —
Undang yang__b'i:‘_frlaku, maka "p'ei'nbgrian izin tersebut pada diktum
kesatu akan 'di?:abut;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggél ditetapkan.

R

Ditctapkén di Singaraj..a S
pada 'tan‘ggal 6 Mei 2020

KEPALA DINA.S PENANAMAN MODAL DAN




